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ABSTRAK 
 
Ika Indah Yani, B11112364, Judul Skripsi “Penerapan Sanksi Dalam 
Delik Adat Silariang Di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten 
Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)”, di bawah bimbingan Syukri 
Akub selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan: mengetahui penerapan sanksi dalam delik adat 
silariang di masyarakat adat kajang Kabupaten Bulukumba dan mengetahui 
dasar penerapan sanksi dalam delik adat silariang di masyarakat hukum adat 
kajang Kabupaten Bulukumba. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah membuat daftar pertanyaan, melakukan wawancara 
berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan observasi yaitu 
mendatangi langsung tempat atau objek penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa silariang merupakan salah satu delik 
adat yang jarang terjadi sejak  dahulu hingga kini. Adanya perbedaan golongan 
yaitu warga karaeng, keluarga adat, golongan biasa, dan budak menjadi 
penyebab utama terjadinya delik adat silariang. Sanksi yang diberlakukan tidak 
hanya kepada pelaku melainkan juga kepada keluarga dari pelaku. Bentuk 
sanksi ringan adalah dihapuskan dari hak waris, kedudukannya dianggap tidak 
ada dalam upacara adat, pemutusan tali silaturahmi, pengambilalihan tanah 
garapan, kepakatan utang piutang dihapuskan. Sementara sanksi berat adalah 
appasala, sippattunrai, dan pattunuan passau. Prosesi adat abbaji dilakukan 
untuk menjaga keseimbangan kosmis ketika pelaku ingin kembali ke adat 
kemudian dinikahkan sesuai dengan prosesi adat yang semestinya tanpa 
mengesampingkan aturan agama dan pemerintah seperti adanya penghulu dan 
buku nikah. Adapun dasar penerapan sanksi dalam delik adat silariang adalah 
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan 
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan 
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat (3) huruf sub (b). 
Disamping itu juga didasarkan dari hukum adat pidana yang berlaku di 
masyarakat adat Kajang Kabupaten Bulukumba. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai bentuk dari kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang 
lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga 
membentuk adat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Seiring 
berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai 
menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan 
yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya 
aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat 
dengan tujuan menciptakaan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai dan 
moral serta sebagai bentuk pengawasan perilaku masyarakat yang 
kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat. 
Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat 
berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari 
bawah atau bottom up. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan 
landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat 
memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak 
sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat 
hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk 
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dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan yang 
lain. 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman agama, 
adat-istiadat, suku, dan ras. Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki 
ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. 
Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dari adat yang satu 
dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian dari persekutuan 
hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan 
hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau  
di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, 
Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai 
masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut 
memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota 
masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan 
Indonesia sebagai suatu negara membentuk sistem pemerintahan, 
Undang-Undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut.  
Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami 
pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok 
masyarakat  yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan 
dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan 
hukum yang disebut persekutuan hukum adat, maka secara 
berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat 
disebut sebagai suatu Negara. Pada tingkatan pemerintahan, 
barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya 
tertulis, maka hukum Negara tersebut menjadi hukum perundangan.1 
                                                           
1
 Suriyaman Mustari Pide, 2009, Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti, Jakarta: Pelita Pustaka, Hal. 5. 
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Aturan tertulis yang menjadi dasar dalam menentukan perilaku yang 
dapat dihukum berlaku untuk setiap warga negara Indonesia. Aturan-
aturan tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang menitikberatkan hubungan antara orang dan negara 
sementara aturan yang menitikberatkan antara orang dengan orang 
termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal 
tersebut yang membedakan hukum nasional dan hukum adat, Hukum 
nasional membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata 
sementara dalam hukum adat tidak membedakan kedua hal tersebut. 
Khusus untuk hukum pidana terdapat beberapa hal yang menjadi 
perhatian apabila dihadapkan pada hukum adat. Salah satu kasus yang 
dapat menjelaskan argumen tersebut adalah kasus pembunuhan yang 
secara adat mendapatkan sanksi demikian juga secara hukum pidana 
nasional. Salah satunya adalah suku Nuaulu di Maluku Tengah yang 
menjadikan kepala manusia sebagai alat dalam acara adat. Berkaitan 
dengan kasus tersebut maka hakim harus mempelajari adat yang berlaku 
di suku Nuaulu sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
Nomor 4 tahun 2004 Pasal 28. Tak hanya di Maluku Tengah, suku Dayak 
di pulau Kalimantan juga memiliki aturan bahwa apabila salah satu 
masyarakatnya dibunuh maka pelaku pembunuhan juga harus dibunuh. 
Hal tersebut dinamakan darah dibayar dengan darah. 
Indonesia merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang 
hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan 
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hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat 
masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di 
lingkungannya.2 
 
Sulawesi Selatan juga memiliki masyarakat adat sebagaimana suku 
Nuaulu di Maluku Tengah dan suku Dayak di Kalimantan. Salah satu 
hukum adat yang ada di Sulawesi Selatan adalah hukum adat Kajang di 
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Masyarakat adat Kajang 
beternak, mengembala, dan bercocok tanam di wilayah adat Kajang. Ciri 
khas masyarakat adat Kajang terletak pada pakaian berwarna hitam yang 
mereka kenakan sehari-hari dan berjalan tanpa mengenakan alas kaki. 
Kain dari pakaian yang dikenakan merupakan hasil tenunan sendiri. 
Segala bentuk barang elektronik tidak dipergunakan di area Kajang 
dalam, aturan tersebut juga berlaku bagi siapapun yang ingin masuk ke 
wilayah adat. 
Masyarakat adat kajang memiliki ketua adat beserta pemangku adat. 
Ketua adat disebut dengan Ammatoa yaitu orang yang bersih hatinya dan 
dipilih dengan ritual tertentu. Salah satu bagian yang terus dipertahankan 
oleh masyarakat adat Kajang adalah pelestarian terhadap lingkungan 
dengan cara menjaga hutan. Hal tersebut juga diatur dalam hukum adat, 
contohnya apabila salah satu masyarakat ingin menebang pohon maka 
orang tersebut harus menanam dua bibit kemudian merawat dengan baik 
hingga waktu yang ditentukan barulah orang tersebut boleh menebang 
                                                           
2
 Ibid Hal. 29. 
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satu pohon. Hutan di kawasan adat terdiri atas dua yaitu hutan yang dapat 
ditebang dan dimanfaatkan serta hutan keramat yang hanya boleh 
dipergunakan untuk acara ritual adat. Setiap aturan tersebut juga memiliki 
sanksi adat bagi siapapun yang melanggar. 
Setelah dua tahun memperjuangkan hutan yang wilayahnya terus 
dipergunakan oleh perusahaan, kini pemerintah Kabupaten Bulukumba 
mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan hutan tersebut yang pada 
intinya menjadikan hutan dengan wilayah tertentu sebagai hutan adat. 
Disamping itu, terdapat beberapa peraturan yang merupakan pidana adat 
seperti incest atau perkawinan sedarah dan silariang yaitu perkawinan 
yang dilakukan tanpa restu kedua orang tua dan tidak memenuhi unsur-
unsur perkawinan sebagaimana mestinya. 
Silariang merupakan salah satu delik adat yang ada di kawasan adat 
kajang kabupaten bulukumba. Silariang merupakan pidana adat yang 
berakibat pada rasa malu bukan hanya pada orang yang bersangkutan 
melainkan juga keluarga dan kerabat. Akibat dari perbuatan tersebut 
maka terdapat sanksi adat yang diberlakukan baik itu sanksi yang ringan 
maupun yang berat tergantung pada bentuk silariang yang dilakukan. 
Segala tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kesusilaan 
mendapatkan sanksi adat.  
Masyarakat adat kajang memiliki cara tersendiri dalam menerapkan 
sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat misalnya 
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dengan cara membuat pelaku sakit secara fisik. Sanksi adat di kawasan 
adat Kajang terdiri atas sanksi ringgan hingga sanksi yang berat. Namun, 
apabila ada suatu perbuatan yang pelakunya tidak mengaku atau 
menyerahkan diri, maka akan dilaksanakan prosesi yang lebih tinggi 
berupa ritual. Ritual dilaksanakan oleh ketua adat dan pemangku adat 
dengan cara membakar linggis, orang yang tangannya terbakar adalah 
pertanda bahwa orang tersebut adalah pelakunya.  
Apabila melalui ritual tersebut tidak ditemukan pelaku yang bisa saja 
kabur sebelum ritual dilaksanakan, maka diadakan ritual selanjutnya yang  
dianggap paling berat yaitu dengan membakar dupa untuk mengetahui 
pelaku. Melalui ritual tersebut akan ditemukan pelaku kemudian pelaku 
tersebut akan mendapatkan sanksi yang sifatnya magis misalnya dalam 
waktu dekat akan mendapatkan kecelakaan bahkan meninggal. Hal 
tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku tetapi juga orang yang 
menyembunyikan informasi mengenai pelaku. Adapun jenis sanksi yang 
berlaku di adat Kajang berbeda-beda sesuai dengan delik adat yang 
dilakukan seperti membayar denda, dikeluarkan dari kawasan adat, 
dibuang dari keluarga, dan sebagainya. Delik adat yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah silariang. 
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui proses penerapan sanksi 
termasuk tata cara untuk mengetahui pelaku apabila pelaku tidak 
menyerahkan diri serta hal-hal yang menjadi dasar penerapannya. Khusus 
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untuk delik adat yaitu silariang dan hal-hal yang menjadi dasar dalam 
penerapan sanksi adat menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 
Penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul 
“Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat 
Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis menitikberatkan 
dua rumusan masalah, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan sanksi dalam delik adat silariang di 
masyarakat hukum adat kajang Kabupaten Bulukumba? 
2. Apakah dasar penerapan sanksi dalam delik adat silariang di 
masyarakat hukum adat kajang Kabupaten Bulukumba? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam delik adat silariang di 
masyarakat adat kajang Kabupaten Bulukumba.  
2. Untuk mengetahui dasar penerapan sanksi dalam delik adat 
silariang di masyarakat hukum adat kajang Kabupaten Bulukumba 
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D. Manfaat Penelitian 
1.   Sebagai kontribusi pemikiran mengenai pentingnya kajian hukum 
adat apabila dihadapkan pada suatu delik adat dikaitkan dengan 
sanksi yang diterima oleh orang yang melakukan silariang. 
2.   Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji  
hal serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat 
1. Pengertian Hukum Adat 
Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia.  Adat sendiri berasal 
dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan 
akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak 
tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat 
merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum.  
Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk 
sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. 
Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta 
material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para 
terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat 
pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait 
bidang tersebut, yaitu:3 
 
Bushar Muhammad 
Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku 
manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang 
merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang 
benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan 
dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang 
merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi 
atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai  kewibawaan dan 
                                                           
3
 Bushar Muhammad, 2006,  Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 19. 
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berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang 
terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala 
adat, hakim. 
 
Hazarin (dalam Bushar Muhammad) 
Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun 
dalam arti “hukum”. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah 
antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, 
kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum 
Barat, terutama mereka yang ada di kontinen Eropa Barat. 
 
 
Pengertian lain tentang hukum adat adalah:4 
 
 
Suriyaman Mustari Pide 
Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan 
hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman 
yang mempunyai akibat hukum. 
 
Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide) 
Adatrecht merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan 
sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran 
masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun 
nomeklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia 
 
 
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa5 hukum adat merupakan 
adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki 
sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus 
menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan 
yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan 
adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hilman hadikusuma 
menambahkan bahwa hukum pidana adat dapat juga dikatakan sebagai 
                                                           
4
 Suriyaman Mustari Pide, Op.Cit., Hlm. 4 - 8. 
5
 Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandaar Maju. 
Hlm. 9 
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hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat merupakan aturan-aturan 
yang menjadi pedoman berprilaku demi terjalinnya keseimbangan antara 
kehidupan bermasyarakat. Terdapat empat hal utama terkait dengan 
pidana adat, yaitu : 
a. Hukum asli Indonesia yang merangkum berbagai aturan yang 
sifatnya tidak tertulis dan tidak lepas dari unsur-unsur agama 
didalamnya. 
b. Aturan-aturan tersebut hidup dalam masyarakat dalam bentuk 
perwujudan tingkah laku yang tidak hanya dibuat dan diikuti namun 
juga ditaati. 
c. Orang-orang yang melanggar aturan tersebut dapat menimbulkan 
adanya ketidakseimbangan kosmis. Oleh karena itu, pelanggaran 
tersebut dinamakan tindak pidana adat. 
d. Pelanggaran atas aturan yang dibuat dapat menimbulkan hak 
buruk oleh karena itu ada sanksi yang menyertainya. 
 
I Made Widnyana menjelaskan bahwa6 hukum adat disebut juga 
sebagai living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat 
memiliki keunggulan tersendiri karena dekat dengan masyarakat dalam 
hal antropologi dan sosiologi. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai 
sumber kekayaan dari perundang-undangan. Hukum adat merupakan 
                                                           
6
 I Made Widnyana. 2013. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: 
Fikahati Aneska. Hlm. 111-112. 
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hukum yang tidak tertulis karena timbul atau lahir dari kebiasaan-
kebiasaan masyarakat. Adapun sumber hukum tertulis dari hukum adat 
adalah sebagaimana yang tertera di atas daun atau kulit dan berbagai 
bahan lainnya. 
. 
 
2. Lahirnya Hukum Adat 
Pengertian hukum adat yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat 
mencerminkan bahwa hukum adat tidak lepas dari masyarakat sebagai 
bagian dasar terbentuknya hukum tersebut. Kata hukum adat sendiri 
adalah hasil terjemahan dari kata adat recht. Suriyaman Mustari Pide 
menjelaskan bahwa7 C Snouck Hurgronje merupakan orang yang pertama 
kali memperkenalkan hukum adat secara ilmiah. Adat recht digunakan 
untuk menggambarkan social control atau sistem pengendali sosial yang 
hidup di masyarakat. 
Adat adalah kebiasaan atau perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh 
manusia yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan lambat laun juga 
ditiru oleh keturunannya. Pada akhirnya kebiasaan tersebut menjadi adat 
dan berlaku untuk anggota masyarakat untuk kemudian disebut sebagai 
hukum adat. Adapun orang yang pertama kali mengembangkan hukum 
                                                           
7
 Ibid,. Hlm. 3. 
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adat secara ilmiah adalah Cornelis Van Vollenhoven yang merupakan 
pakar hukum adat Hindia Belanda.8 
Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana yang dimaksud 
oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa9 terbentuknya hukum adat 
memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan 
selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi 
kebiasaan. Perkembangan dari kebiasaan tersebut lama-kelamaan 
menjadi adat kemudian hukum adat. 
Berdasarkan sejarah perjuangan Republik Indonesia, wilayah-
wilayah yang didominasi oleh hukum adat tidak mudah ditaklukkan baik 
oleh V.O.C maupun pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah 
Ternate pada tahun 1923, Toraja 1910, dan Bali 1910. Hal tersebut 
dikarenakan hukum adat menjunjung tinggi kedaulatan sementara wilayah 
lain yang didominasi oleh kekuasaan Raja, kedaulatan tertinggi berada 
ditangan Raja. Kedaulatan tertinggi tersebut membuat penjajah bersikeras 
untuk menaklukkan raja. Beberapa wilayah kerajaan yang terdapat di 
Indonesia adalah Jambi, Cirebon, Kutai, Madura, Banten, dan 
Palembang.10 
Para penjajah beranggapan bahwa apabila Raja dalam suatu 
wilayah kerajaan sudah bisa ditaklukkan maka rakyat dapat dengan 
                                                           
8
 Ibid,. Hlm 3 – 4 
9
 Hilman Hadikusuma, 2009, Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti dalam Ibid., Hlm. 6 
10
 Ibid. Hlm. 15 
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mudah untuk ditaklukkan. Wilayah-wilayah yang didominasi oleh adat 
pada waktu itu tidak mudah untuk ditaklukkan karena berkaitan dengan 
agama misalnya agama dan Pura di Bali serta Syariat dan Kitab Allah di 
Sumatera Barat.11  
 
3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat 
Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat di Indonesia menurut 
peraturan perundang-undangan nasional sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, 
Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat 
(3) huruf sub (b), sebagai berikut : 
Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil 
pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah 
Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, 
ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: 
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus 
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab 
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang 
tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, 
yaitu sebagai hukuman pengganti  bilamana hukuman adat yang 
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian 
yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar 
kesalahan terhukum; bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu 
menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan ancaman 
kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan 
terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun 
                                                           
11
 Ibid., Hlm. 16 
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penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut 
paham hukum tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti 
diganti seperti tersebut di atas; dan bahwa suatu perbuatan yang 
menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan 
yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka 
dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman 
bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.  
 
Berdasarkan bunyi dari ketentuan di atas maka dapat dikatakan 
bahwa segala perbuatan yang berdasarkan hukum yang hidup dianggap 
sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan tidak terdapat bandingnya 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sanksi 
utamanya adalah hukuman adat atau sanksi adat. Adapun kata-kata yang 
dimaksudkan adalah “…sebagai hukuman pengganti  bilamana hukuman 
adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum…” dan 
seterusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara paling lama  
tiga bulan dan/atau denda Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) adalah pidana 
pengganti atas tidak diturutinya sanksi adat oleh terpidana. 
Pasal 5 ayat (3) b tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa : 
1) Tindak pidana yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang 
hidup dalam suatu masyarakat tertentu, jika hal tersebut terjadi 
maka sanksi adat yang harus ditegakkan. 
2) Apabila yang terpidana menurut adat tersebut tidak mengikuti 
putusan dari pengadilan adat maka hakim dapat menerapkan atau 
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menjatuhkan hukuman pengganti yaitu hukuman penjara tidak lebih 
dari tiga bulan dan denda lima ratus rupiah.  
3) Legalitas materiil tersebut berlaku apabila terdapat keputusan 
ataupun sikap dari terpidana terkait putusan pengadilan adat untuk 
mengikuti atau tidak. Legalitas materiil berfungsi apabila putusan 
pengadilan adat tersebut diikuti oleh terpidana. Hal tersebut 
merupakan hal yang wajar sebab pelaku melakukan tindak pidana 
yang murni bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum 
yang hidup dalam masyarakat. 
. 
b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman memberikan dasar pengakuan hukum pidana adat dalam 
beberapa pasal, yaitu : 
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
 
Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : 
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan  rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
 
Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: 
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. 
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Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa: 
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat Pasal tertentu dari perbuatan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
 
Bahwa mengadili menurut hukum adalah suatu asas dalam 
mewujudkan negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu 
mengadili menurut hukum selayaknya dimaknai secara lebih luas dari 
pengertian baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Terdapat 
kasus tertentu yang berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta 
mengikat pihak-pihak. 
Bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus merasakan, mengenal, dan 
mampu menggali keadilan yang ada di dalam masyarakat. Bambang 
Sutiyoso menjelaskan bahwa12: 
Suatu masalah yang secara normatif jelas kepastian hukumnya 
belumlah tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya 
sesuatu yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Dalam hal ini, patutlah direnungkan pendapat Bismar 
Siregar, bahwa hakim harus berani menafsirkan UU agar UU 
berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), karena Hakim tidak 
semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga harus 
menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 
Senada dengan itu, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa esensi 
hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil 
bukanlah hukum. 
 
                                                           
12
 Bambang Sutiyoso. 2008. Penafsiran Hukum Penegak Hukum. (online). (https://masyos. 
wordpress.com/category/hukum/ diakses tanggal 6 Juni 2016) 
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Bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses 
penyelesaikan persoalan atau kasus konkrit hakim diharapakan 
melakukan penemuan hukum (Rachtsvinding) sebagai jalan yang dapat 
ditempuh. Oleh karena itu, selain adanya alasan serta dasar putusan dan 
Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dasar untuk mengadili 
juga bersumber dari hukum tidak tertulis sehingga hakim perlu menggali 
dan mengetahui sumber hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat 
yaitu hukum adat serta kebiasan-kebiasan masyarakat. 
Salah satu penelitian yang memuat dasar hukum berlakunya hukum 
pidana adat adalah hasil penelitian pada tahun 2013 tentang Eksistensi 
Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia terkait dengan 
beberapa delik adat di sejumah daerah menunjukkan bahwa13 terdapat 
tiga poin utama yang lahir dari hukum pidana adat sejalan dan 
mendukung hukum positif dalam hal tujuannya yaitu ide keseimbangan, 
nilai, serta moralitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meski dalam proses 
praktiknya hukum pidana adat dalam bagian hukum positif belum 
diterapkan secara konsisten baik oleh hakim maupun jaksa penuntut 
                                                           
13
 Dara Indrawati. 2013. Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Anaisis 
Hukum Terhadap Bebebrapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan). Disertasi. Makassar. 
Universitas Hasanuddin. 
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umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak sejalan 
dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, 
Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat 
(3) huruf sub (b) atas dasar konsekuensi dari asas legalitas materiil 
sebagai fungsinya dalam hukum pidana positif. 
Oleh Karena itu, saran yang lahir dari kesimpulan penelitian tersebut 
di atas adalah dasar hukum penuntutan pelaku delik kesusilaan adat 
sebaiknya bukan KUHP melainkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 
Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk 
Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Acara 
Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat (3) huruf sub (b), adapun 
redaksinya sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut dikarenakan 
adanya kehendak dari masyarakat yang penyelesaiannya menurut hukum 
delik adat dan tidak menghendaki jalur pengadilan atau litigasi. 
 
4. Delik Adat 
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa14 delik adat merupakan 
suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya 
ketidakseimbangan. Oleh karena adanya ketidakseimbangan tersebut 
                                                           
14
 Hilman Hadikususma. OpCit. Hlm. 231 
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maka perlu diadakan pemulihan. Pemulihan itu sendiri sifatnya dapat 
berwujud dan dapat pula tidak berwujud. Sementara sasaran diadakan 
pemulihan tersebut dapat berupa manusia dan dapat pula berupa hal 
gaib. Bentuk pemulihan yang dimaksud adalah dengan cara hukuman dan 
dapat pula dengan mengadakan upacara adat. 
Berkaitan dengan masalah keseimbangan, apabila dalam suatu desa 
terjadi masalah seperti panen yang selalu gagal atau timbul kericuhan dan 
adanya penyakit yang menyerang warga maka diadakan upacara yang 
bertujuan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dibebaskan 
dari segala bentuk masalah yang sedang dialami dalam artian menjadikan 
keadaan tidak seimbang tersebut kembali menjadi seimbang atau tentram. 
Apabila masalah-masalah yang timbul terjadi akibat perbuatan seseorang 
atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu maka orang tersebut 
diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula yaitu keadaan 
yang seimbang. 
Hilman Hadikususma menjelaskan bahwa15 delik adat terjadi apabila 
terdapat pelanggaran terhadap tata tertib dan mengakibatkan kerugian 
terhadap pihak-pihak tertentu. kerugian tersebut mengakibatkan 
kehidupan orang-orang yang bersangkutan menjadi terganggu maka hal 
tersebut dinamakan ketidakseimbangan. Salah satu contoh yang dapat 
diangkat adalah delik adat yang terjadi di Aceh, apabila ada orang yang 
mengambil buah dari tanaman tanpa izin terlebih dahulu atau mengambil 
                                                           
15
 Ibid 
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buah dari pohon yang tidak terpelihara maka pelaku diberi sanksi berupa 
membayar denda, jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga 
buah yang diambil. Proses terjadinya delik adat tersebut berbeda-beda 
antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 
Hilman Hadikususma menjelaskan bahwa16 apabila terjadi suatu 
perbuatan dan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan maka 
pihak yang dirugikan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara 
melakukan aduan kepada kepala adat. Salah satu contoh yang dapat 
diangkat adalah delik adat yang ada di Sumatera Selatan yang dinamakan 
dengan meragang gawe. Apabila seorang laki-laki memegang tangan baik 
gadis maupun janda akan dikenakan sanksi berupa denda sebanyak 6 
ringgit, 3 ringgit diserahkan kepada gadis atau janda yang merasa 
dirugikan dan melakukan aduan sebagai tebusan atas rasa malunya 
kemudian 3 ringgit sisanya diserahkan sebagai uang sidang. 
Hilman Hadikususma menjelaskan bahwa17 menurut masyarakat adat, 
segala bentuk reaksi yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang 
kemudian disebut sebagai delik adat memiliki tujuan tertentu yaitu untuk 
mengembalikan atau untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. 
Hal tersebut dapat juga dikatakan dengan menyeimbangkan kembali 
keadaan yang kacau sebagai akibat dari delik. Pertanggungjawaban atas 
delik adat sendiri terjadi tidak hanya dibebankan kepada pelaku melainkan 
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juga kepada keluarga, kerabat, bahkan kepala adat apabila delik yang 
dilakukan melibatkan suku yang berbeda. 
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat sifat-sifat dari 
pelanggaran hukum adat, yaitu18 : 
a. Tradisional Magis Religius 
Hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan adat dan sanksi yang 
berlaku memiliki sifat trasional yaitu terjadi secara turun-temurun. 
Magis religius sendiri berarti hukum adat tersebut tidak lepas dari 
hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Apabila dinalar 
atau dipikir secara logis maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
dikatakan tidak rasional dan tidak memiliki bentuk intelektual. Hal 
tersebut diakibatkan dari sifatnya yang kosmis. Kehidupan 
bermasyarakatnyapun sangat erat dengan unsur keagamaan dan 
alam. 
b. Menyeluruh serta menyatukan 
Delik adat yang ada dalam suatu masyarakat tidak 
membedakan jenisnya sebagaimana hukum pidana dan perdata. 
Oleh karena itu dikatakan sebagai menyatukan atau menyeluruh. 
Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan 
kelalaian juga tidak termasuk dalam pemisahan delik adat. Tidak 
adanya pemisahan tersebut mengakibatkan pelaku dan orang yang 
turut membantu melakukan pelanggaran tidak memiliki batas 
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pemisah, semuanya adalah satu kesatuan. Bentuk penyelesaian 
dari perbuatan tersebut adalah dengan musyawarah. 
c. Tidak Prae-Existante 
Menurut Soepomo yang kemudian dikutip dalam buku Hilman 
Hadikusuma dijelaskan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal 
yang namanya sistem prae-existante regels. Sebagaimana dalam 
hukum pidana barat dikenal adanya “nullum delictum, nulla poena 
sine praevia lege poenali” yang artinya tidak ada suatu delik 
melainkan adanya kekuatan dalam undang-undang yang 
mengaturnya terlebih dahulu. 
d. Tidak sama rata 
Reaksi atau akibat dari delik adat yang terjadi merupakan hal 
utama yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, mengenai 
latar belakang dari pelaku tidak disamaratakan misalnya antara 
golongan bangsawan dan orang biasa. 
e. Terbuka dan lentur 
Aturan adat yang hidup dalam masyarakat bersifat fleksibel 
mengenai hal-hal yang baru sebagaimana perkembangan yang 
terjadi di masyarakat. Hukum adat mengikuti perubahan selama 
tidak mengesampingkan keagamaan serta kesadaran. 
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Hilman Hadikusuma menjelaskan berbagai jenis delik adat sebagai 
berikut19: 
a. Mengganggu keamanan 
Misalnya terjadi pertikaian, pencurian, perampokan, pembunuhan, 
penganiayaan. 
b. Mengganggu ketertiban 
1) Terkait tata tertib masyarakat 
Contohnya berjudi, membuat kerusuhan di rumah orang lain, 
mengganggu kegiatan ibadah, adanya penghinaan. 
2) Terkait etika 
Contohnya melakukan kesalahan terhadap perlengkapan dan 
harta benda adat, menjatuhkan martabat atau jabatan. 
3) Terkait kesopanan dan kesusilaan 
Contohnya berzina, tidak sopan terhadap orang lain, perilaku 
tidak sopan oleh pasangan yang belum menikah. 
4) Terkait masalah perjanjian 
Contohnya mengingkari janji terhadap utang piutang, pinjam-
meminjam, menyelewengkan titipan, masalah gadai. 
5) Melakukan kesalahan yang berhubungan dengan kelestarian 
hutan. 
6) Melakukan kesalahan terhadap peliharaan atau hewan ternak 
serta hasil-hasil alam. 
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Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven Jilid II sebagaimana yang 
diikuti oleh R. Soepomo dijelaskan tentang beberapa jenis delik tertentu, 
yaitu20: 
a. Delik yang tergolong berat 
Delik ini dikatakan berat karena berhubungan dengan bagian dari 
dunia nyata dan dunia gaib seperti: 
1) Melakukan penghinaan 
Penghinaan dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan 
terhadap kepala suku. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat 
karena kepala suku merupakan bagian utama atau ketua dari suatu 
masyarakat adat tertentu. Apabila terjadi penghinaan terhadap 
kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut 
ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan. 
2) Membocorkan rahasia masyarakat  
Memberitahukan infromasi penting terhadap suatu kelompok 
tertentu merupakan salah satu pelanggaran berat karena hal 
tersebut sama saja dengan membuka aib sendiri maka seringkali 
hukuman mati menjadi ganjarannya 
3) Melakukan pembakaran 
Melakukan pembakaran terhadap rumah warga juga 
merupakan salah satu pelanggaran berat karena akibat dari 
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perbuatan itu lahir sebuah ketidakseimbangan bagi masyarakat 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 
4) Melakukan penghinaan pribadi terhadap kepala adat 
Apabila kepala adat dihina meskipun secara pribadi, hal 
tersebut juga termasuk dalam pelanggaran berat karena kepala 
adat adalah simbol dari masyarakat secara keseluruhan. 
5) Perbuatan incest 
Terdapat empat jenis incest, yaitu : 
a) Adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan 
perempuan namun menurut hukum adat hal tersebut tidak 
boleh terjadi. 
b) Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 
menurut hukum adat keduanya memiliki hubungan darah yang 
tergolong dekat. 
c) Adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang 
berbeda kasta. 
d) Adanya hubungan seksual antara anak dan orang tua. 
b. Delik yang Berhubungan dengan Kepentingan Masyarakat 
1) Hamil diluar pernikahan 
Terkait dengan jenis delik tersebut Lublink Weddick 
menjelaskan bahwa terdapat beberapa reaksi apabila delik tersebut 
terjadi misalnya membayar denda atau membasuh dusun. Reaksi 
lainnya adalah laki-laki yang bersangkutan harus menikahi 
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perempuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka laki-laki tersebut  
wajib memberi uang kepada perempuan yang bersangkutan. Hal ini 
berlaku baik untuk perempuan yang sebelumnya belum pernah 
menikah maupun untuk perempuan yang berstatus sebagai janda 
begitupun dengan laki-laki. 
2) Membawa lari anak perempuan 
Membawa lari anak perempuan termasuk dalam delik yang 
berhubungan dengan kepentingan umum karena perilaku tersebut 
dapat merusak nama baik keluarga dan seringkali menimbulkan 
masalah besar antara kedua belah pihak seperti  saling membunuh. 
3) Perbuatan zinah 
Apabila salah satu anggota masyarakat hukum adat ditemukan 
melakukan zinah maka reaksi yang dapat terjadi adalah keluarga 
yang merasa dihina dapat membunuh laki-laki yang melakukan 
perbuatan zinah tersebut. 
c. Delik adat yang umum terjadi 
Delik tersebut dikatakan delik adat yang umum terjadi karena 
perbuatan tersebut merupakan hal yang sifatnya umum tetapi juga 
dilarang oleh adat sehingga ada sanksi adat yang mengatur 
misalnya orang yang melakukan pembunuhan wajib melakukan 
pembasuhan dusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang 
ada didalamnya tidak terkena bencana sebagai akibat dari 
perbuatan salah satu anggota masyarakat hukum adat. 
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d. Delik adat yang menurut suku lain sebagai hal yang biasa 
Proses pemenggalan kepala sebagai salah satu syarat dalam 
upacara masyarakat adat Nuaulu di Maluku Tengah merupakan hal 
yang biasa terjadi namun menurut suku lain salah satu contohnya 
adalah suku Bugis hal tersebut adalah suatu pelanggaran berat 
karena berhubungan dengan hidup dan mati seseorang. 
e. Delik adat terkait dengan harta benda 
Jenis delik ini biasa dikatakan pencurian karena berhubungan 
dengan harta benda milik orang lain. Biasanya dalam suatu hukum 
adat, apabila ada yang melakukan pencurian maka orang tersebut 
harus membayar denda sebagai akibat dari perbuatannya. 
 
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat empat cara 
penyelesaikan delik adat, yaitu21 : 
a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga 
Apabila terjadi delik adat maka sebisa mungkin diselesaikan di 
tempat kejadian tersebut terutama untuk delik adat yang sifatnya 
ringan. Misalnya Ada dua pihak yang sedang bermasalah maka 
untuk mencegah ketidakseimbangan maka masalah tersebut 
segera diselesaikan antara dua pihak. Apabila cara tersebut tidak 
efektif maka akan diselesaikan di rumah salah satu dari kedua 
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pihak. Apabila cara tersebut masih tidak efektif maka diselesaikan 
berdasarkan kerukunan kehidupan bertetangga. 
b. Penyelesaian kepala adat 
Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan usaha 
penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga tidak berjalan 
dengan baik maka demi tercapainya suatu kesepakatan, masalah 
tersebut diselesaikan dengan melibatkan kepala adat. Jika, dua 
pihak yang bermasalah memiliki hukum adat yang berbeda maka 
diadakan pertemuan antara dua kepala adat untuk membahas hal 
tersebut. 
c. Penyelesaian kepala dusun 
Apabila terjadi delik adat dan akhirnya menimbulkan 
perselisihan di dalam masyarakat yang terdiri dari suku-suku atau 
campuran maka akan melibatkan peran kepala desa. 
d. Penyelesaian keorganisasian 
Suatu kawasan atau daerah dihuni masyarakat dengan latar 
belakang yang berbeda-beda termasuk para pendatang. Oleh 
karena itu apabila terjadi sesuatu hal misalnya delik adat kemudian 
mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kawasan tersebut maka 
peran-peran organisasi yang juga terlibat didalamnya 
menyelesaikan persoalan tersebut secara keorganisasian. 
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5. Sanksi Adat 
Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa22 sanksi berasal dari kata 
sanctum yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut 
dengan bevestiging/bekrachtiging. Penegasan tersebut bisa berarti hal 
yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti 
hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
I Made Widnyana menjelaskan bahwa23 sanksi merupakan bagian dari 
kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti 
sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan 
pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam 
hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau 
mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi 
tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.  
Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dara Indrawati 
pada tahun 2013 terhadap sejumlah delik kesusilaan bahwa  tujuan 
penerapan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan 
ketidakseimbangan yang terjadi sehingga kehidupan yang tentram dan 
damai dapat tercipta kembali sebagaimana awalnya. 
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Dara Indrawati menjelaskan bahwa24 terdapat dua jenis pemberlakuan 
sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang 
melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan 
dengan kehidupan orang banyak. Contoh kasus penerapan sanksi secara 
perorangan adalah kasus pembunuhan atau pencurian. Adapun 
pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan 
dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran 
sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota 
keluarganya. 
I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat terdapat enam wujud 
dari sanksi pidana adat, yaitu :25 
a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku 
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan 
sanksi tersebut. 
c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan 
dalam penerapan sanksi adat. 
d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses 
perkembangan masyarakat itu sendiri. 
e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan 
f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif. 
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Selain keenam hal tersebut, secara keseluruhan sanksi adat 
dikelompokkan atas dua bagian. Pertama adalah sanksi adat yang tidak 
berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah 
ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang proses 
pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat. 
Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum 
adat, yaitu26 : 
a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak 
masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian inmateriil. 
b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan 
hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat. 
c. Melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk selamatan yang 
bertujuan untuk membersihkan segala kotorab gaib dari 
masyarakat setempat. 
d. Melakukan permintaan maaf. 
e. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah 
hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku. 
f. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari 
kawasan masyarakat hukum adat. 
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B. Hukum Adat Kajang 
Masyarakat adat Kajang merupakan salah satu masyarakat adat di 
Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 
Kecamatan Kajang sendiri terdiri atas dua wilayah yaitu kajang luar dan 
kajang dalam. Kajang dalam ditandai dengan sebuah gerbang berwarna 
hitam dengan tulisan “Selamat Datang Kawasan Adat Ammatoa”. 
Masyarakat kajang menganggap bahwa tempat yang mereka tinggali 
merupakan warisan dari leluhur sehingga harus dijaga dengan baik, hal 
tersebut terlihat dari cara masyarakat kajang menjaga serta melestarikan 
hutan. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa27  rumah yang ditinggali oleh 
masyarakat adat kajang merupakan rumah panggung yang dibangun dari 
hasil-hasil hutan. Bentuk dari rumah panggung tersebut berbeda dengan 
rumah panggung suku lain di Sulawesi Selatan seperti suku Bugis. Setiap 
rumah di kawasan adat kajang tersusun dengan rapi dan menghadap ke 
arah barat. Secara geografis dan administratif, tempat tinggal masyarakat 
kajang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 
“masyarakat Kajang tersebar di beberapa desa seperti desa Tana 
Toa, Bonto Baji, Malleleng, Pattinroang, Batu Nilamung dan 
sebagian Desa Tambangan. Kawasan masyarakat adat Kajang 
Dalam secara keseluruhan berbatasan dengan Tuli di sebelah utara, 
dengan Limba di sebelah timur, dengan Seppa di sebelah selatan 
dan dengan Doro di sebelah barat.” 
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Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa28 masyarakat adat Kajang 
sehari-harinya berkebun dan bertani. Laki-laki bekerja di sawah atau di 
ladang, kendaraan yang digunakan adalah kuda. Jarak sawah dengan 
rumah penduduk lebih dari satu kilometer. Hanya sebagian masyarakat 
adat yang memiliki sawah atau ladang sehingga sebagian lainnya bekerja 
pada pemilik tersebut. Sementara kaum perempuan sehari-harinya 
menenun kain berwarna hitam, kain tersebut dijadikan sarung yang 
dinamai “Tope Le’leng”. Kain tersebut ada yang digunakan namun ada 
juga yang dijual. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa29 masyarakat adat kajang 
mengenakan pakaian berwarna hitam. Masyarakat kajang menganggap 
bahwa warna hitam merupakan warna terbaik sebagai simbol 
kesederhanaan atau kesamaan derajat di hadapan sang pencipta. Oleh 
karena itu, setiap orang yang masuk ke kawasan adat Kajang juga harus 
mengenakan pakaian berwarna hitam layaknya masyarakat adat Kajang 
dalam. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa30 selain aturan mengenai 
pembuatan rumah dan pakaian sehari-hari. Masyarakat adat Kajang juga 
menolak masuknya teknologi di kawasan adat karena dapat merusak 
lingkungan sekitar. Salah satu kepercayaan yang masih diyakini oleh 
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masyarakat adat Kajang adalah Patuntung. Patuntung merupakan sebuah 
ajaran mengenai sumber kebenaran. Inti dari ajaran tersebut adalah 
terdapat tiga hal yang senantiasa dilaksanakan demi mencapai 
kebenaran. Ketiga hal tersebut adalah menghormati Tuhan atau Turiek 
Arakna, menghormati tanah yang diberikan oleh Turiek Arakna, serta 
menghormati nenek moyang. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa31 menghormati Turiek 
Arakna menjadi suatu kewajiban karena Turiek Arakna yang menciptakan 
dunia kemudian menurunkan pasang yang dalam bahasa Indonesia 
diartikan sebagai pesan kepada manusia pertama di bumi yaitu Ammatoa. 
Pesan tersebut disampaikan secara lisan dan diberikan secara turun 
temurun serta harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat 
Kajang. Apabila ada yang melanggar pasang maka akan mendapat akibat 
atau sanksi berupa datangnya hal buruk terhadap kehidupannya. Salah 
satu pasang dari masyarakat adat Kajang adalah Punna suruki bebbeki, 
punna nilingkai pesokki yang artinya kalau kita jongkok, gugur rambut, dan 
tidak tumbuh lagi. Kalau dilangkahi kita lumpuh. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa32 dengan adanya 
pappasang atau pesan lisan yang disampaikan oleh Ammatoa, maka 
segala bentuk kehidupan duniawi yang tidak sesuai dengan pappasang 
tersebut tidak boleh masuk ke kawasan adat Kajang. Salah satu bentuk 
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kesenangan duniawi yang ditolak oleh masyarakat adat adalah program 
pemerintah mengenai pemasangan listrik, pembuatan jalan beraspal, 
pakaian selain warna hitam, dan berbagai kemewahan yang sifatnya 
duniawi. Berikut kutipan pasang mengenai kesederhanaan.33 
 
 
 
Ammentengko nu kamase-mase. 
A’cci’dongko nu kamase-mase. 
A’dakkako nu kamase-mase. 
A’maeko nu kamase-mase 
 
Artinya 
 
Berdiri engkau sederhana. 
Duduk engkau sederhana. 
Berjalan engkau sederhana. 
Berbicara engkau sederhana. 
 
Dan juga dalam pasang : 
 
Anre kalumannyang kalupepeang. 
Rie’ kamase-masea. 
Angnganre na rie’. 
Pammali juku’ na rie’. 
Koko na rie’. 
Balla situju-tuju. 
Artinya 
 
Kekayaan itu tidak kekal. 
Yang ada hanya kesederhanaan. 
Makan secukupnya. 
Pakaian secukupnya. 
Pembeli ikan secukupnya. 
Kebun secukupnya. 
Rumah seadanya. 
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Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa34 di kawasan adat Kajang 
perempuan sangat dihormati. Hal tersebut terlihat  dari kehidupan sehari-
hari, kaum laki-laki tidak boleh mendekati sumur apabila perempuan 
sedang mandi. Kaum laki-laki diperbolehkan beraktivitas di sumur apabila 
kaum perempuan telah menyelesaikan aktivitasnya dan pulang ke rumah. 
Apabila ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi adat berupa 
denda sebab pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran asusila 
bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa35 perempuan dan laki-laki 
harus memenuhi beberapa syarat sebelum melangsungkan pernikahan. 
Bagi kaum perempuan diwajibkan tahu memasak dan menenun karena 
kedua hal tersebut akan menjadi aktivitas sehari-harinya. Sementara 
kaum laki-laki harus bekerja baik di ladang maupun di sawah, selain itu 
kaum laki-laki juga harus tahu peralatan serta keahlian dalam mengolah 
kayu. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa36 kebanyakan masyarakat 
adat Kajang tidak mengenyam pendidikan formal, oleh karena itu bahasa 
sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Konjo, yang merupakan 
bahasa daerah masyarakat setempat. Meskipun tidak mengenal bangku 
sekolah, akan tetapi masyarakat adat Kajang mengenal adanya struktur 
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lembaga dengan berpegang teguh pada adat dan kepercayaan. Struktur 
tersebut terdiri dari pemimpin tertinggi kawasan adat yaitu Ammatoa yang 
dilengkapi dengan menteri. Struktur tersebut ada sebelum Indonesia 
merdeka. Adapun ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pada pasang:37 
 
Anjo Karaenga se’reji, karaeng Allah Ta’alaji, 
Mingka rie’nikua karaeng labbiriyya. 
Karaeng labbiriyya battuanna parekna Allah Ta’ala. 
Karaeng Allah Ta’ala taniassengai niurang abbicara, 
Jari annanroi karaeng di bohena linoa, 
Iyami antu nikua ada, iyamintu Amma Toa. 
 
Artinya : 
 
Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta’ala 
Tapi ada yang disebut raja mulia 
Yang diciptakan oleh Allah Ta’ala 
Karaeng Allah Ta’ala tidak dapat secara langsung diajak berbicara. 
Jadi Allah menetapkan wakilnya di Bumi 
Itulah yang disebut adat, itulah Amma Toa. 
 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa38 agar pasang dapat terus 
terlaksana maka Ammatoa mengadakan musyawarah yang disebut 
dengan abborong. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menetapkan 
sanksi sesuai dengan aturan yang dilanggar. Sanksi tersebut mulai dari 
pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Terdapat sanksi 
terhadap pelanggaran penebangan hutan dan sanksi adat bagi pelaku 
kejahatan. Berikut sanksi adat sesuai dengan pelanggarannya.39 
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a.  Cappa ba’bala atau pelanggaran ringan 
Cappa ba’bala atau pelanggaran ringan merupakan bentuk 
pelanggaran yang tempat terjadinya berada di kawasan adat 
dengan cara menebang pohon yang ada di kebun warga. Adapun 
hukuman dari jenis pelanggaran ringan ini adalah denda dan 
pelaku harus menyerahkan kain putih sebanyak satu gulung. Baik 
denda maupun kain putih diserahkan kepada Ammatoa sebagai 
tanda bahwa pelaku menyesal atas perbuatan yang telah 
dilakukan. 
b.  Tangnga ba’bala atau pelanggaran sedang. 
Tangnga ba’bala atau pelanggaran sedang merupakan bentuk 
pelanggaran yang tempat terjadinya berada di hutan perbatasan 
atau yang sering disebut oleh masyarakat adat Kajang sebagai 
Borong Batasayya. Masyarakat adat Kajang boleh mengambol 
hasil hutan di hutan perbatasan apabila telah mendapatkan izin 
dari Ammatoa, akan tetapi yang mengambil kayu tanpa izin 
Ammatoa akan mendapatkan hukuman berupa denda sebanyak 
delapan real atau delapan ratus ribu rupiah. Selain denda, pelaku 
juga harus menyerahkan satu gulung kain putih. 
c.  Poko’ ba’bala atau pelanggaran berat 
Poko’ ba’bala atau pelanggaran berat merupakan bentuk 
pelanggaran yang terjadi di hutan keramat atau yang sering 
disebut oleh masyarakat adat Kajang sebagai Borong Karamaka. 
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Sanksi untuk pelanggaran berat ini diberlakukan bagi semua 
anggota masyarakat adat Kajang yang melakukan pelanggaran 
dengan cara mengambil hasil hutan yang ada di hutan keramat. 
Selain ketiga sanksi di atas, terdapat sanksi yang lebih berat yaitu 
sanksi adat dalam bentuk pengucilan dari penduduk setempat. Juma 
Darmapoetra menjelaskan bahwa40 apabila ada penduduk yang 
melakukan pelanggaran dalam kategori berat maka bentuk sanksi adat 
yang diberikan adalah pengucilan bukan hanya kepada pelaku 
pelanggaran akan tetapi juga kepada tujuh turunannya. Apabila ada 
pelanggaran akan tidak diketahui pelakunya maka akan diadakan attunu 
panrolik. 
Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa41 Attunu panrolik  
merupakan sebuah ritual untuk mengetahui pelaku pelanggaran. Ritual 
tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan masyarakat adat Ammatoa 
yang ditandai dengan bunyi gendang. Setelah itu, linggis dipanaskan 
dengan cara membakar. Setiap warga harus memegang linggis tersebut, 
tangan yang tidak melepuh menandakan bahwa orang tersebut bukan 
pelaku, akan tetapi apabila melepuh maka itu pertanda pelaku 
pelanggaran. 
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Juma Darmapoetra menjelaskan bahwa42 apabila dengan Attunu 
panrolik pelaku tidak ditemukan diakibatkan oleh tidak hadirnya pelaku 
pada ritual tersebut maka akan diadakan ritual yang sanksinya lebih berat 
yaitu attunu pasauk atau pattunuan passau. Ritual tersebut dilaksanakan 
karena dalam waktu tertentu pelaku tidak menyerahkan diri. Arti kata dari 
attunu pasauk adalah membakar dupa. Sanksi yang akan didapatkan 
adalah kutukan bukan hanya bagi pelaku akan tetapi juga kepada 
keturunannya yang dipercayai oleh masyarakat adat bahwa kutukan 
tersebut datang dari Turiek Arakna.. Upacara tersebut berlangsung di 
hutan keramat atau borong karamaka. Ammatoa dan para pemangku adat 
merupakan pelaksana ritual tersebut.  
Salah satu contoh kejahatan yang dilakukan dan dikenai sanksi 
attunu pasauk adalah tindak pidana pembunuhan. Apabila terjadi 
pembunuhan, pencurian, dan delik adat seperti silariang kemudian 
pelakunya tidak menyerahkan diri maka diadakan attunu pasauk. Sanksi 
tersebut berupa kematian yang akan diterima oleh pelaku dan orang yang 
mengetahui pelakunya. 
Yusuf Akib menjelaskan bahwa43 masyarakat tersebut memiliki 
pantangan-pantangan yang jika tidak diikuti maka akan mendatangkan 
akibat  tertentu yang disebut sebagai husung dalam bahasa Konjo. 
Husung adalah ganjaran berupa sanksi sosial, masyarakat kajang 
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memercayai bahwa siapapun yang melanggar pantangan tersebut akan 
mendapatkan ganjaran yang akan mendatangkan hal buruk di “alam 
sana”. Mereka menganggap bahwa dengan mengisolasi diri akan 
menghindarkan mereka dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, 
kehidupan yang sederhana diutamakan dengan maksud mendapatkan 
kebahagiaan dari Tuhan di kemudian hari. hal tersebut dinamakan prinsip 
kamase-mase. Kamase-mase merupakan sebuah konsepsi yang memuat 
empat hal yaitu lambusu’ (jujur), gattang (tegas), sa’bara (sabar), dan 
apisona (pasrah).  
Yusuf Akib menjelaskan bahwa44 prinsip kamase-mase memiliki nilai, 
imbalan, serta sanksi yang keramat sehingga hal yang berhubungan 
dengan tujuan keduniaan dibatasi. Aplikasi dari prinsip ini tidak berarti 
bahwa mereka menutup diri, mereka hanya membatasi dan selektif dalam 
menentuka sikap. Terdapat dua faktor yang menyebabkan prinsip 
kamase-mase dijalankan yaitu imbalan kekayaan di hari kemudian yang 
tiada tara dan disebut sebagai kalumannyang kalupepeang. Faktor kedua 
adalah adanya sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Sanksi biasa 
adalah tidak diperkenankannya mengikuti aktivitas masyarakat Kajang 
dalam dan diusir dari wilayah tersebur. Sanksi  berat adalah tidak 
diterimanya arwah dari pelaku pelanggaran apabila meninggal yang 
disebut sebagai sanksi sakral. Sanksi tersebut kebalikan dari faktor 
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pertama yaitu kalumannyang kalupepeang. Berikut adalah skema yang 
menjelaskan tentang pesan atau nasehat yang disebut dengan pasang. 
 
PASANG 
 
Nasehat/petuah/petunjuk/fatwa yang bersumber dari 
“Tuhan” yang disampaikan melalui Tu Mariolo (Manusia 
Pertama yang diciptakan “Tuhan” dibumi) kemudian 
Diteruskan (secara lisan) oleh orang-orang yang 
dipilihNya (orang yang mencapai derajat menunnuntungi 
kepada generasi berikutnya). 
 
 
POLA HIDUP KAMASE-MASE    KEPERCAYAAN 
PATUNTUNG 
 
Pengejewantahan nilai pasang               Pengejewantahan nilai pasang 
Melalui aspek jasmani     melaluiaspek rohani 
 
 
KALUMANNYA KALUPEPEANG 
RI ALLO RIBOKONA TURIE’ A’RA’NA 
 
 
Kamase-mase mengandung tiga prinsip yaitu45 : 
1. Perbuatan manusia dan bagaimana kehidupannya di akhirat adalah 
hubungan sebab akibat. 
2. Unsur jasmani dan rohani harus diarahkan ke hal-hal yang baik dan 
sesuai dengan pasang dengan tujuan mendapatkan tempat yang 
baik di hari kemudian. 
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3. Berorientasi pada kehidupan duniawi akan mendatangkan akibat 
yang buruk. 
 
C. Silariang 
Masyarakat Kajang dikenal sebagai masyarakat yang memegang 
teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah 
tersebut. Terdapat berbagai delik adat yang hingga kini masih terus terjadi 
seperti silariang. Sanksi atas delik adat tersebut juga dijunjung tinggi oleh 
masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain.  
Silariang sering juga disebut dengan kawin lari. Kasus silariang tidak 
hanya terjadi di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba melainkan 
juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal yang membedakan 
adalah sanksi yang diberikan dari tiap-tiap daerah adat berbeda antara 
satu dengan yang lain. Terdapat bentuk sanksi yang tergolong ringan 
tetapi juga ada sanksi yang tergolong berat. Silariang biasanya terjadi 
karena orang tua dari salah satu dari pihak baik laki-laki maupun 
perempuan tidak menyetujui hubungan anaknya. 
Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan, silariang dianggap sebagai 
hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan 
yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai 
pihak yang dirugikan dan dibuat malu oleh laki-laki yang membawa anak 
perempuannya. Akan tetapi itu berlaku pada suku bugis Makassar. Adat 
kajang sendiri memiliki tata cata pelaksanaan sanksi adat yang berbeda. 
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Motif dari silariang beragam mulai dari menjodohkan anak dengan 
pilihan orang tua hingga sampai kepada strata sosial. Dalam berbagai 
kasus orang yang melakukan silariang menyadari bahwa hal tersebut 
salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan silariang ini juga 
banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui. Terdapat beberapa 
definisi mengenai silariang yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :46 
 
T. H Chabot 
Perkawinan silariang adalah apabila perempuan dengan laki-laki 
sepakat lari bersama-sama. 
 
Bertlin 
Silariang adalah apabila perempuan dengan laki-laki lari atas 
kehendak kedua belah pihak. 
 
Moch Nasir 
Silariang adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah laki-laki 
dengan perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri. 
 
Efek dari silariang tidak hanya melekat pada yang melakukan 
pelanggaran terhadap delik adat silariang melainkan juga pada keluarga 
pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu 
diberlakukan sanksi adat baik itu dikucilkan ataupun dikeluarkan dari 
kawasan adat tergantung dari kasus silariang yang terjadi. Berikut adalah 
enam alasan orang melakukan silariang47: 
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1. Tidak ada keinginan untuk melamar. 
2. Lamaran ditolak 
3. Perkawinan tidak setujui oleh salah satu atau kedua orang tua 
4. Adanya keadaan terpaksa 
5. Adanya perasaan dirugikan 
6. Adanya tujuan tertentu. 
Daerah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah 
kawasan adat Kajang Kabupaten Bulukumba. Menurut masyarakat adat 
kajang hal ini merupakan suatu pelanggaran delik adat. Kasus silariang di 
daerah ini terjadi dengan beragam motif dan jenis kasus. Terdapat jenis 
silariang yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk 
perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis silariang yang dikehendaki 
oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya 
hal tersebut juga dijelaskan dalam KUHP yaitu : 
 
Pasal 332 KUHP 
1.  paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang 
wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau 
walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk 
memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam 
maupun di luar perkawinan; 
2.  paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang 
wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, 
dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap 
wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. 
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Berdasarkan bunyi dari pasal di atas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan membawa lari seorang wanita adalah yang 
belum dewasa atau di bawah umur. Oleh karena itu, apabila wanita dan 
laki-laki sama-sama adalah orang dewasa maka tidak dianggap sebagai 
tindak pidana. akan tetapi, secara adat kedua pelaku pelanggaran delik 
adat tersebut tetap dikenakan sanksi adat sebagaimana perundingan dari 
pemangku adat. 
Kasus silariang juga dapat terjadi apabila telah terjadi hubungan 
badan dalam hal ini disebut sebagai perzinahan maka silariang 
merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh pihak yang melanggar 
tersebut. Zina juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yaitu laki-laki atau perempuan yang telah menikah kemudian 
melakukan hubungan badan dengan laki-laki atau perempuan yang lain. 
 
Pasal 284 KUHP 
1.a seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)  
padahal diketahui bahwa pasal 27 BM berlaku baginya; 
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak,   
    padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 
 
Berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila 
yang melakukan adalah muda-mudi maka tidak dapat dikenakan pasal 
284 KUHP. Zina hanya menjadi salah satu alasan orang melakukan 
silariang. Silariang dianggap sebagai delik adat karena mencemarkan 
nama baik dan adanya hal-hal buruk yang ditimbulkan akibat dari 
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perbuatan tersebut.  Di kawasan adat kajang sendiri kasus silariang 
beragam tetapi secara umum semua yang melakukan pelanggaran akan 
dikucilkan. Orang dianggap melakukan silariang karena tidak mengikuti 
susunan dari tata cara perkawinan berdasarkan aturan adat yang telah 
ditetapkan. 
Dari tahun ke tahun silariang terjadi di desa Tanatoa Kecamatan 
Kajang Kabupaten Bulukumba tetapi jumlahnya tidak banyak jika 
diakumulasikan sejak dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu, selain 
penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari silariang juga penting 
untuk mengetahui dasar dari penerapan sanksi atas delik adat tersebut 
dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat 
dan masyarakat adat kajang dalam memberi ganjaran terhadap orang 
yang melakukan silariang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang 
relevan dan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Hal 
tersebut bertujuan untuk mendekati kebenaran dan untuk menjawab 
masalah dalam penelitian melalui analisis terhadap data-data yang 
diperoleh. Oleh karena itu, penelitian dilakukan melalui beberapa 
rangkaian. 
 
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
Penelitian lapangan berada di Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba. Penulis memilih lokasi tersebut sebagaimana masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan setiap pagi hari dalam 
jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati dengan 
pemangku adat.   
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
dua bagian, yaitu: 
a.   Data dalam bentuk hasil wawancara yang dilaksanakan untuk 
menggali hal-hal yang relevan dengan penelitian. Wawancara 
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tersebut merupakan perolehan data secara langsung dari pihak-
pihak terkait. 
b.   Data dalam bentuk hasil observasi dengan cara melihat dan 
mendatangi langsung tempat peristiwa tersebut berlangsung. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis harus memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam 
penelitian ini. Pemilihan metode tersebut bertujuan agar langkah-langkah 
yang ditempuh dalam proses penyelesaian penelitian sesuai sehingga 
tujuan penelitian tercapai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
a. Membuat daftar pertanyaan. 
b. Melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah 
disusun. 
c. Observasi yaitu mendatangi langsung tempat atau objek penelitian 
demi memeroleh data yang sesuai terkait dengan hukum adat 
Kajang. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data-data yang diperoleh diolah untuk merumuskan, menelaah dan 
menganalisi permasalahan yang diangkat. Data tersebut tergabung dalam 
data wawancara dan data observasi. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik 
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dalam menanalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, Penulis 
menggunakan analisis berupa kualitatif dan deskriptif. 
Data yang didapatkan diolah dengan analisis kualitatif dengan 
melihat hasil penelitian lapangan kemudian mengkaji hasil dari referensi 
yang digunakan. Olahan data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Adapun penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan cara induktif. Hasil 
penjelasan dari wawancara baik struktur maupun semi struktur akan 
disesuaikan dengan data yang bersifat khusus untuk menjawab rumusan 
masalah kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat 
Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba 
1. Delik Adat Silariang di Masyarakat Adat Kajang Kabupaten 
Bulukumba 
Hasil penelitian terhadap delik adat silariang ini didapatkan dari 
hasil wawancara terhadap salah satu pemangku adat yang bernama 
Galla Puto’ Bolong dan kepala desa yang bernama Abdul Salam 
dengan menggunakan penerjemah yang bernama Tarman. 
Wawancara tersebut dilakukan di dalam kawasan adat dengan syarat 
tidak boleh membawa masuk barang elektronik termasuk alat 
perekam suara sehingga penelitian tersebut berlangsung dengan 
mencatat penjelasan dari Galla Puto’ Bolong dan Abdul Salam. 
Galla Puto’ Bolong menjelaskan bahwa pengertian silariang 
menurut hukum adat kajang tidak berbeda dengan pengertian 
silariang sebagaimana yang dipahami yaitu adanya rasa suka sama 
suka antara laki-laki dan perempuan kemudian karena sesuatu hal, 
niat untuk bersatu tersebut mengalami kendala akhirnya atas 
kehendak masing-masing maka kedua orang tersebut lari dari 
kampung demi mewujudkan niatan untuk bersatu. Delik adat silariang 
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merupakan delik adat yang jarang terjadi di Kajang bahkan dalam satu 
tahun delik adat silariang bisa saja tidak pernah terjadi. 
Orang dikatakan melakukan silariang apabila telah diketahui 
statusnya atau tempat di mana mereka berada. Apabila statusnya 
belum diketahui maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dengan 
cara melaporkan kepada kepala desa yaitu Abdul Salam bahwa warga 
di desa tersebut berkurang, dalam artian bahwa ada yang tidak 
berada di dalam kawasan dan keberadaannya belum diketahui. Abdul 
Salam menjelaskan bahwa posisinya sebagai perwakilan dari pihak 
pemerintah yang kemudian langsung melakukan pencarian atas 
warga desa yang melapor sesuai dengan informasi yang diterima. 
Setelah keberadaan warga desa tersebut diketahui dan dapat 
dipastikan bahwa orang tersebut benar melakukan silariang maka 
disitulah baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua orang tersebut 
melanggar salah satu delik adat. Selama informasi yang didapatkan 
belum dapat dipastikan langsung kepala desa maka orang tersebut 
tidak boleh serta merta dituduh melakukan silariang. Atas adanya 
kebenaran berita tersebut maka keluarga dari pihak laki-laki dipanggil 
begitupun dengan pihak perempuan untuk diberi tahu bahwa benar 
anak mereka melakukan silariang. Keluarga dari pihak perempuan 
sendiri tidak boleh memanggil anaknya untuk kembali dengan alasan 
apapun seperti merindukan anaknya atau khawatir atas keadaan 
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anaknya. Perempuan yang melakukan silariang hanya boleh kembali 
apabila telah mampu memenuhi aturan-aturan adat untuk kembali ke 
kawasan. 
Laki-laki dan perempuan apabila telah mampu memenuhi syarat-
syarat tersebut tidak boleh serta merta menunjukkan dirinya akan 
tetapi harus melakukan mediasi. Misalnya seorang perempuan 
melakukan silariang dan bersama dengan suaminya tinggal di 
Malaysia, salah seorang dari keluarga perempuan tersebut melakukan 
mediasi dengan cara memastikan dirinya telah memenuhi syarat untuk 
kembali kemudian mediator menyampaikan kepada kepala desa 
barulah sepasang suami istri yang melakukan silariang boleh 
mendatangi kembali daerahnya dengan niat untuk kembali. 
 
2. Penyebab terjadinya Delik Adat Silariang di Masyarakat Adat Kajang 
Kabupaten Bulukumba 
Galla Puto’ Bolong menuturkan bahwa masyarakat adat Kajang 
memiliki empat golongan yang didalamnya memuat berbagai aturan 
termasuk dalam proses pernikahan. 
a. Warga karaeng (Sunrang Karaeng)  
b. Keluarga adat (Sunrang Adat)  
c. Golongan biasa (Pattola)  
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d. Budak (Ata’)  
Keempat golongan tersebut tidak dapat ditandai dari ciri-ciri dalam 
kehidupan sehari-hari seperti pakaian tertentu selain hitam atau bentuk 
rumah, melainkan dilihat dari garis keturunan yang oleh masyarakat adat 
kajang telah diketahui dari generasi ke generasi. Keluarga adat 
digolongan kedua pada dasarnya adalah golongan tertinggi akan  tetapi 
secara birokrasi tingkatan karaeng yang memegang posisi sentral dalam 
pemerintahan sehingga dalam penempatan urutan warga karaeng atau 
sunrang karaeng berada di urutan pertama. Ketika akan melangsungkan 
pernikahan maka aturan yang berlaku adalah golongan keempat tidak 
boleh menikahi ketiga golongan diatasnya. Hal tersebut memang sudah 
diatur dalam pasang atau pesan yang apabila dilanggar akan 
menimbulkan sanksi. Sementara golongan pertama, kedua, dan ketiga 
boleh melangsungkan pernikahan apabila disetujui oleh keluarga.  
Salah satu contoh, laki-laki dari golongan ketiga akan menikahi 
perempuan dari golongan pertama, apabila keluarga dari golongan 
pertama setuju maka pernikahan dapat dilaksanakan. Proses penerimaan 
lamaran tersebut harus memerhatikan dua hal yang pertama adalah 
keluarga dari pihak perempuan dan yang kedua adalah perempuan itu 
sendiri. Apabila salah satu tidak setuju maka pernikahan tidak boleh 
dilaksanakan. Atas dasar inilah ketika perempuan menyetujui sementara 
pihak keluarganya tidak setuju dapat menyebabkan terjadinya silariang. 
Silariang terjadi karena adanya perasaan suka sama suka yang disebut 
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sebagai abbajong. Hal tersebut tidak diungkapkan sebagaimana pemuda 
saat ini melainkan dilihat dari tingkah laku dan cerita. 
Berikut beberapa penyebab terjadinya silariang di masyarakat hukum 
adat Kajang yang dijelaskan oleh Galla Puto’ Bolong: 
a. Seorang laki-laki ingin melamar tetapi keluarga dari pihak 
perempuan tidak menyetujui.  
Proses pernikahan memuat dua hal yang harus perhatikan. 
Pertama adalah persetujuan dari perempuan yang dilamar dan 
yang kedua adalah persetujuan keluarga dalam hal ini adalah 
kedua orang tua (Bapak/Ammang dan ibu/Anrong), nenek/bohe 
bahine dan kakek/bohe buru’ne dari pihak ibu dan ayah beserta 
saudara perempuan dan laki-laki dari pihak ibu dan ayah yang 
kemudian disebut sebagai Appatomamana Ruatulassukang. Suara 
keluarga adalah satu kesatuan, apabila terdapat perbedaan 
pendapat maka suara harus dibulatkan terlebih dahulu. Tidak 
disetujuinya lamaran tersebut dari pihak keluarga meskipun 
perempuan yang dilamar setuju maka pernikahan tidak dapat 
dilangsungkan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab silariang.  
Berikut adalah prosesi menuju pernikahan yang dapat 
dihubungkan dengan silariang: 
1) Prosesi duta (a’duta) yaitu proses laki-laki melamar perempuan 
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2) Penetapan (duta resmi) yaitu penentuan diterima tidaknya 
lamaran tersebut dengan melihat dua sudut pandang yaitu 
perempuan yang dilamar dan keluarga. 
3) Panai doi’ yaitu perwakilan dari laki-laki untuk membicarakan 
persoalan ekonomi dan penentuan tanggal 
4) Prosesi adat pernikahan 
 
Silariang terjadi apabila pada poin kedua yaitu penetapan atau 
duta resmi terjadi ketidaksamaan keinginan yaitu ketika perempuan 
menerima lamaran sementara keluarga perempuan tidak 
menerima. Adapun ketidaksetujuan dari pihak keluarga dapat 
disebabkan oleh : 
a) Adanya perbedaan status sosial 
Status sosial dalam hal ini berhubungan dengan keturunan 
keluarga beserta golongan dari pihak laki-laki sebagaimana 
yang telah diatur dalam keempat golongan diatas. Adanya rasa 
suka sama suka meski status sosial perempuan dan laki-laki 
jauh berbeda juga dapat menjadi penyebab silariang. 
b) Kemampuan secara materi dari pihak laki-laki lebih rendah 
dari pada perempuan. 
Pernikahan membutuhkan persiapan materi guna 
memenuhi segala kebutuhan dari awal acara sampai segala 
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prosesinya selesai. Apabila laki-laki memiliki kemampuan 
materi di bawah perempuan maka dapat menjadikan pihak 
keluarga tidak setuju yang juga dapat membuat perempuan 
yang dilamar kecewa dan memilih lari bersama laki-laki yang 
hendak melamar. 
c) Latar belakang keluarga 
Apabila keluarga dari pihak laki-laki ada yang pernah 
melakukan pencurian maka biasanya akan menjadi 
pertimbangan bagi pihak perempuan untuk menerima. Adanya 
pelanggaran di masa lalu baik dari laki-laki yang hendak 
melamar ataupun keluarganya seperti ayah atau ibu dapat 
memengaruhi keputusan dari keluarga pihak perempuan. 
d) Pernah terjadi perselisihan antar keluarga sebelumnya. 
Apabila di masa lalu, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan 
perempuan pernah mengalami perseturuan dapat 
menyebabkan niat laki-laki dan perempuan yang hendak 
menikah terbantahkan oleh sejarah. 
b. Sippanturai atau kutukan 
Kutukan yang pernah terucap di masa lalu adalah kata-kata 
yang harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dilanggar. 
Misalnya tidak menikahkan keturunannya dengan keturunan 
keluarga tertentu sampai dua atau tujuh generasi. 
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3. Proses penyelesaian Delik Adat Silariang 
Perlu diketahui bahwa masyarakat adat Kajang memiliki struktur 
adat layaknya struktur pemerintahan, organisasi, atau lembaga mulai 
dari ketua adat yaitu Ammatoa sampai pada bagian-bagian tertentu 
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu penyelesaikan 
kasus-kasus adat yang terjadi di Kajang melalui peradilan adat yang 
tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah. Berikut adalah proses 
penyelesaian delik adat Silariang berdasarkan penjelasan dari Galla 
Puto’ Bolong. Pada awalnya delik adat silariang yang terjadi 
diselesaikan dalam lingkup kecil yaitu antar dua keluarga. Apabila 
tidak ditemukan titik temu atau solusi dan pihak perempuan melapor 
ke pemangku adat maka dilaksanakanlah sanksi adat dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Dipassala (sidang) 
Yaitu dilaksanakannya sidang menyangkut masalah yang 
tengah dihadapi. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh 
sepihak dalam artian dibicarakan secara musyawarah untuk 
mencari solusi yang terbaik dengan mendengarkan kedua belah 
pihak. Oleh karena itu, dilaksanakan dalam peradilan adat. 
b. Adanya jaminan tanah 
Keluarga laki-laki dipanggil untuk mencari anak perempuan 
tersebut dan biasanya tanah yang sedang digarap dijadikan 
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sebagai jaminan yang akan dikembalikan apabila anak perempuan 
tersebut telah ditemukan. 
 
4. Sanksi Adat 
Terdapat dua pembagian utama sanksi adat bagi masyarakat adat 
Kajang yang melakukan silariang yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. 
Sanksi adat itu sendiri tidak dilaksanakan apabila keluarga dari pihak yang 
merasa dirugikan tidak melapor kepada pemangku adat. Jika pihak 
keluarga tidak melapor maka sanksi tidak dapat dijalankan. 
a.  Sanksi ringan untuk orang yang melakukan silariang 
1) Dihapuskan dari hak waris 
2) Kedudukannya dianggap tidak ada dalam setiap acara adat 
 
b.  Sanksi ringan untuk keluarga dari masing-masing pihak yang 
melakukan silariang 
1) Pemutusan tali silaturahmi/kekeluargaan/persaudaraan 
2) Tanah giliran yang digarap diambil alih oleh pihak yang 
dirugikan ketika giliran garapan tanahnya tiba dan hasilnya 
diambil oleh pihak yang menggarap. 
3) Apabila sebelumnya ada kesepakatan seperti utang piutang 
maka secara otomatis utang tersebut dihapuskan. 
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c. Sanksi berat 
1)   Appasala 
Yaitu pihak perempuan yang menanggung siri’/malu oleh 
karena itu tanggung jawab sepenuhnya ada pada keluarga 
pihak laki-laki. Dalam hal ini keluarga laki-laki yang sifatnya 
dituntut sementara keluarga pihak perempuan yang menuntut, 
tidak boleh sebaliknya. Apabila keluarga laki-laki tidak 
bertanggungjawab maka masalah tersebut akan dibawa ke 
adat.  
2) Sippantunrai 
Yaitu sanksi yang sifatnya sudah berhubungan dengan 
Tuhan dan alam. Sippantunrai pada dasarnya terjadi apabila 
keluarga dari pihak perempuan enggan membawanya ke adat 
karena terlanjur kesal dengan keluarga dari pihak laki-laki 
sehingga langsung mengucapkan suatu kalimat dalam bentuk 
kutukan. Kalimat yang terucap tersebut tidak dilakukan dalam 
bentuk prosesi melainkan berupa persaksian Tuhan dan alam. 
3) Pattunuan Passau 
Yaitu sanksi yang sifatnya berhubungan dengan Tuhan dan 
alam tetapi melalui prosesi upacara adat sebagaimana yang 
telah diatur. Berikut adalah tata cara pattunuan passau : 
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a) Menghadirkan kedua belah pihak yaitu perwakilan dari 
perempuan dan laki-laki yang melakukan silariang. 
b) Pertemuan dilakukan di pertigaan atau perempatan 
jalan. 
c) Kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk 
menentukan hari dilaksanakannya pattunuan passau. 
d) Sembari menunggu hari yang telah ditetapkan. 
Masyarakat adat yang ditunjuk untuk melakukan 
upacara tersebut mempersiapkan sarang lebah yang 
dimasak kemudian dijadikan sebagai kemenyan. Sarang 
lebah dalam upacara ini adalah bahan baku. Upacara 
harus dilakukan pada siang hari. Orang yang ditunjuk 
untuk melakukan prosesi ini tidak mesti pemangku adat 
melainkan orang yang ditunjuk langsung untuk 
mempelajari segala keperluan, bacaan, dan hal-hal 
mengenai pattunuan passau. Apabila orang ini sudah 
tua dan merasa dirinya tidak mampu lagi barulah dipilih 
orang yang lebih muda yang juga telah ditunjuk untuk 
memahami prosesi ini. Syarat penentuan orang tersebut 
adalah harus laki-laki sebagaimana peraturan yang ada 
yaitu selama ada laki-laki maka perempuan tidak 
dibolehkan mengambil alih setiap upacara adat dan 
sudah dipastikan tidak ingin memiliki anak lagi. Hal 
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tersebut menjadi syarat untuk menghindari efek 
samping dari sanksi ini meskipun selama pattunuan 
passau dilaksanakan efek sampingnya belum pernah 
terjadi. Efek samping yang dihindari adalah adanya hal-
hal buruk yang akan terjadi pada anaknya sehingga 
orang dipilih dipastikan sudah tidak ingin memiliki anak. 
e) Upacara dilakukan kurang lebih setengah jam dengan 
membaca bacaan tertentu. 
 
Galla Puo’ Bolong menuturkan bahwa apabila pattunuan 
passau telah dilaksanakan kemudian laki-laki dan perempuan yang 
melakukan silariang ingin kembali maka akan terjadi hal-hal buruk 
seperti tidak memiliki keturunan, apabila memiliki keturunan dan 
dikemudian hari keturunannya melakukan pernikahan maka dalam 
waktu singkat salah satunya akan meninggal, mendapatkan 
keturunan yang gila. Sanksi berat seperti ini juga diterapkan oleh 
suku lain di Sulawesi Selatan, misalnya suku bugis Makassar yang 
juga sampai pada sanksi menghilangkan nyawa apabila ada salah 
seorang anggota keluarga yang melakukan silariang karena 
menanggung siri’ atau malu. 
Di masyarakat hukum adat Kajang apabila pada akhirnya 
keluarga kedua belah pihak ingin menerima kembali kedatangan 
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anak mereka dan melihat cucunya maka untuk menghapuskan 
dampak dari pattunuan passau diadakan andingingi. Berikut adalah 
tata cara andingingi : 
1) Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah : 
a) Daun-daun (tinappasa, katangka, dingin-dingin, daun siri, 
daun sirih, buah pinang, tobo/bunga pinang). 
b) Nuhulang, baja, ohang. 
c) Air. 
d) Katoang tanah, guri tanah 
e) Pangkul dan panroli  
f) Ja’jakang dan kaluku, solusapiri 
2) Prosesi dilaksanakan selama satu hari satu malam (24 jam) 
termasuk jeda.  
3) Kedua keluarga harus hadir. 
4) Boleh dimulai pada siang hari atau malam hari, semuanya 
tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. 
 
Peralihan dari sanksi ringan ke sanksi berat pada dasarnya 
tidak memiliki batasan maksimal, semuanya tergantung pada pihak 
yang merasa dirugikan yaitu keluarga perempuan. Batas 
minimalnya adalah tiga hari. apabila pihak keluarga dalam hal ini 
orang tua merasa bahwa kelakukan anaknya patut mendapatkan 
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sanksi berat maka biasanya langsung mengucap kutukan atau 
sippattunrai, akan tetapi jika ingin melewati prosesi adat maka 
dilakukan pattunuan passau. Pattunuan passau sebagai sanksi 
berat dilaksanakan dengan kesadaran penuh bahwa hal tersebut 
adalah persaksian Tuhan dan alam. Oleh karena itu, meskipun 
suatu hari Andingingi dilaksanakan hal tersebut tidak menjamin 
hilangnya dampak dari pattunuan passau semuanya tergantung 
pada Tuhan. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan ini adalah tidak 
terburu-buru dalam mengambil keputusan. Amarah yang dirasakan 
karena adanya siri’ atau malu selayaknya mampu diatasi karena 
jika dikemudian hari mereka tetap ingin menerima anaknya kembali 
andingingi yang dilaksanakan tidak mampu menjamin hilangnya 
dampak pattunuan passau karena ini sifatnya seperti dengan orang 
yang bercerai, tidak diharapkan tapi boleh dilaksanakan. 
Penerapan sanksi sendiri dapat bertahap mulai sanksi ringan dan 
apabila sebelum sanksi berat dilaksanakan laki-laki dan perempuan 
yang melakukan silariang kembali maka sanksinya cukup sampai di 
situ. Sanksi ringan tersebut boleh diberlakukan secara keseluruhan 
boleh juga dipilih salah satu tergantung dari keluarga yang 
dirugikan.  
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Dahulu pelaksanaan sanksi bagi perempuan yang melakukan 
silariang dengan orang luar maka langsung dikenakan sanksi berat. 
Akan tetapi, didiamkan terlebih dahulu sampai keberadaan orang 
tersebut diketahui kemudian didatangi. Jika tidak ditemukan jalan 
keluar maka sanksi berat diberlakukan. Akan tetapi di zaman 
sekarang, jika laki-laki dari luar Kajang pergi bersama perempuan 
kawasan adat Kajang yang belum cukup umur dapat dilaporkan 
kepada pihak yang berwajib sebagai kasus pidana, yaitu : 
 
Pasal 332 KUHP 
1.   paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi 
seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki 
orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, 
dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap 
wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; 
2.   paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi 
seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun 
di luar perkawinan. 
 
Pada dasarnya selain sanksi ringan dan sanksi berat terdapat 
satu sanksi yang secara turun temurun tidak akan pernah hilang 
bagi siapapun masyarakat adat yang melakukan silariang yaitu 
sejarah yang melekat pada dirinya dan keluarganya sehingga 
menanggung malu dan tidak boleh menjabat dalam susunan 
pemangku adat serta pemerintahan atau struktur jabatan desa 
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selama dua kali tujuh turunan yang diistilahkan dengan 
“sippanruapitu” .  
Adapun orang yang melakukan silariang dan keduanya adalah 
masyarakat adat di dua tempat yang berbeda misalnya perempuan 
dari masyarakat adat kajang sementara laki-laki dari salah satu 
masyarakat adat di daerah Bali atau Dayak maka sanksi tetap 
berlaku bagi pihak yang beasal dari masyarakat adat Kajang. 
Sementara pasangannya tersebut apabila ingin tinggal dan 
menetap di Kajang maka keduanya harus memenuhi syarat-syarat 
kembali ke adat dan harus mengikuti aturan yang berlaku dari 
hukum adat Kajang sebagaimana mestinya. Jika orang tersebut 
tidak juga kembali ke adat maka keluarga tetap menanggung 
akibatnya. 
Sanksi atas delik adat silariang harus dilaksanakan guna 
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya 
perseturuan atau dendam antar kedua belah pihak karena yang 
menanggung akibat dari pelanggaran delik adat tersebut bukan 
hanya pelakunya melainkan juga keluarganya terlebih hal ini sangat 
berhubungan dengan yang namanya siri’ atau dalam bahasa 
Indonesia disebut dengan “malu”. 
 
 68 
 
5. Syarat untuk diadakan pemulihan bersama atau keseimbangan 
kosmis di Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Bulukumba 
Apabila laki-laki dan perempuan ingin kembali ke daerah tersebut 
maka dilaksanakan Abbaji berupa prosesi yang ditangani langsung oleh 
kepala dusun atau kepala desa bukan pemangku adat. Pasangan yang 
melakukan silariang dimediasi dan disampaikan kepada kepala desa. 
Akan tetapi, bila keluarga dari pihak perempuan tidak lagi menerima 
keinginan tersebut maka abbaji tidak bisa diminta lagi untuk kedua 
kalinya.  
Adapun hal-hal yang harus dipenuhi untuk kembali ke adat 
berdasarkan urutan termasuk silariang adalah : 
a. Turilaga (Termasuk delik adat yang berat) 
Adalah keadaan dimana laki-laki yang memengaruhi dan 
menghasut perempuan maka pihak laki-laki harus membayar 
denda sebesar 12 juta rupiah dan 1 ekor kerbau. 
b. Silariang (Termasuk delik adat sedang) 
Adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan melakukan 
pernikahan tanpa melalui prosesi yang semestinya sehingga keluar 
dari kawasan maka pihak laki-laki harus membayar denda sebesar 
7,5 juta rupiah, 1 ekor kuda, dan kerbau sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. 
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c. Siri’ (Termasuk delik adat ringan) 
Adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan yang tidak 
memiliki hubungan kekeluargaan sementara mereka sering berdua-
duaan maka pihak laki-laki harus membayar denda sebesar 6 juta 
rupiah akan tetapi mereka tidak menikah. 
Abdul Salam menuturkan bahwa uang sebesar 7,5 juta awalnya 
diserahkan kepadanya selaku kepala desa dalam hal ini disebut 
sebagai pemerintah. Selanjutnya Abdul Salam menyerahkan sejumlah 
uang kepada pemangku adat sebagai persaksian bahwa orang yang 
melakukan silariang ingin kembali dan siap diterima untuk melewati 
prosesi adat. Tidak ada persenan uang atau pembagian, persaksian 
boleh dilaksanakan meskipun uang yang berikan oleh Abdul Salam 
senilai Rp. 1.000,00. Selebihnya diberikan kepada Appatomamana 
Ruatulassukang yaitu kedua orang tua (Bapak/Ammang dan 
ibu/Anrong), nenek/bohe bahine dan kakek/bohe burune dari pihak ibu 
dan ayah beserta saudara perempuan dan laki-laki dari pihak ibu dan 
ayah. Pelaku yang telah kembali dinikahkan kembali secara adat tanpa 
mengesampingkan ajaran agama dan aturan pernikahan seperti 
adanya penghulu dan buku nikah. 
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6. Kronologis dua kasus silariang yang terjadi di kawasan adat kajang 
Berikut adalah dua kasus silariang yang pernah terjadi di 
masyarakat hukum adat Kajang dengan tidak mencantumkan nama 
pribadi melainkan dengan inisial. Kronologis kasus ini di dapatkan 
melalui proses wawancara berdasarkan pedoman yang telah disusun. 
Kasus pertama didapatkan dengan bertemu beberapa orang terkait. 
Sementara pada kasus kedua diperoleh tanpa bertemu dengan 
orangnya secara langsung mengingat orang tersebut belum kembali 
ke kawasan adat sehingga izin mengenai penjelasan kronologis 
kasusnya atas persetujuan dari Galla Puto’ Bolong. 
a.   Pada suatu acara silaturahmi setelah lebaran seorang laki-laki 
berinisial D bertemu dengan seorang perempuan berinisial T. 
Keduanya adalah masyarakat adat kajang. Mereka awalnya saling 
berbincang mengenai hal-hal umum dan pada akhirnya 
komunikasi tersebut terus berlangsung sampai timbul rasa suka 
satu sama lain. D dan T merasa nyaman atas komunikasi yang 
mereka bangun. Akan tetapi, keluarga perempuan tidak setuju 
atas niat D untuk melamar T karena tidak menyukai perangai D. T 
yang sudah terlanjur suka dengan D tetap mempertahankan 
keinginannya agar T datang ke rumahnya untuk melamar. T 
memberi tahu keluarganya nama perempuan yang ia sukai dan 
minta untuk dilamarkan. Ternyata keluarga T juga tidak setuju 
akan keinginan itu meski antara T dan D tidak ada perbedaan 
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kasta melainkan dulunya ada konflik keluarga yang tidak bisa 
dilupakan begitu saja. T dan D akhirnya bertemu di salah satu 
pasar yang ada di Kecamatan Kajang. Rupanya mereka membuat 
kesepakatan untuk silariang. T berangkat terlebih dahulu dan atas 
kesepakatan yang mereka buat D kemudian menyusul. Mereka 
tinggal di salah satu Negara tetangga dan menikah di sana. 
Selama berada di sana keluarga dari pihak perempuan tidak 
menuntut ke pemangku adat begitupun dengan keluarga dari 
pihak laki-laki. Kedua keluarga sama-sama mendiamkan hal 
tersebut. Berdasarkan aturan secara lisan, mulai dari sanksi 
ringan yaitu hal warisnya dihapuskan sampai sanksi berat berupa 
pattunuan passau tidak boleh diberlakukan apabila tak ada pihak 
keluarga yang melapor. Tahun demi tahun berlalu T dan D 
memiliki anak dan berniat untuk kembali ke kawasan adat. 
Keluarga T dalam hal ini adalah spupu satu kali yang memediasi 
niat mereka. Setelah dilaporkan ke kepala desa yang selanjutnya 
memediasi segala sesuatunya sampai akhirnya keluarga 
perempuan ingin menerima kedatangan mereka kembali meski 
proses mediasi tersebut memebutuhkan waktu yang lama untuk 
mendapatkan persetujuan dari keluarga perempuan. Laki-laki 
harus menyediakan segala syarat untuk kembali yaitu membayar 
denda sebesar 7,5 juta rupiah, 1 ekor kuda, dan kerbau sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah bekerja dan 
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mencari uang, mereka menyanggupi syarat tersebut dan kembali 
ke kawasan adat. Mereka dinikahkan sesuai dengan prosesi yang 
semestinya. Menghadirkan penghulu, saksi, melakukan ijab kabul 
sebagaimana ajaran Islam kemudian menyelesaikan satu per satu 
prosesi adat. Saat ini T dan D sudah memiliki tanah di kawasan 
adat dan mereka hidup bersama dua anaknya. Meski prosesi 
tersebut selesai dan sanksi ringan dan berat tak pernah 
dilaksanakan, sanksi untuk tidak menduduki jabatan pemerintahan 
baik dalam adat maupun desa tetap berlaku sampai dua kali tujuh 
keturunan yang diistilahkan dengan “sippanruapitu”. 
b.   Seorang laki-laki berinisial C saling suka dengan seorang 
perempuan berinisial K. niat keduanya untuk menikah tidak boleh 
direalisasikan karena adanya perbedaan kasta. Akan tetapi C dan 
K tak ingin berpisah, akhirnya mereka bersepakat untuk 
melakukan silariang. Keluarga K menanggung siri’ atau malu atas 
kelakukan anaknya sampai akhirnya bapak/ammang langsung 
mengeluarkan kalimat kutukan yaitu keturunannya dan keturunan 
keluarga laki-laki tidak boleh menikah sampai tujuh turunan. 
Apabila sanksi berupa kutukan telah terucap maka secara 
otomatis sanksi-sanksi ringan juga mengikut mulai dari hilangnya 
hak waris sampai hak menggarap sawah. Silariang yang dilakukan 
C dan K terjadi sekitar tahun 1970-an dan sampai saat penelitian 
ini dilakukan C dan K belum juga kembali ke kawasan adat. 
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Mereka telah beranak cucu di luar sana. Menurut cerita warga 
yang tidak ingin disebutkan namanya, apabila sumpah telah 
terucap maka yang melakukan silariang tidak akan pernah 
kembali lagi. Apabila suatu saat mereka kembali maka hal-hal 
yang tidak diinginkan akan terjadi misalnya salah satu diantaranya 
meninggal atau memiliki keturunan yang menderita menyakit 
kusta karena sumpah telah terucap. 
 
B. Dasar Penerapan Sanksi dalam Delik Adat Silariang di 
Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Bulukumba 
Galla Puto’ Bolong menjelaskan bahwa sanksi yang berlaku di 
masyarakat adat Kajang sudah ada sejak dahulu yang kemudian diikuti 
dari generasi ke generasi begitupun dengan sanksi dalam delik adat 
silariang. Sanksi tersebut awalnya berasal dari hasil musyawarah 
pemangku adat terdahulu yang dari tahun ke tahun tidak pernah berubah 
karena generasi mengikutinya sejak dahulu. Segala kesepakatan yang 
lahir di Kajang adalah hasil dari musyawarah. Jikalaupun ada yang 
berubah hanya pada nilai uangnya karena mengikuti perubahan nilai mata 
uang. Terkait dengan jenis dan penerapannya tidak pernah ada yang 
berubah. 
Galla Puto’ Bolong juga menjelaskan bahwa penerapan tersebut 
bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmis karena pelanggaran yang 
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dilakukan oleh salah satu atau beberapa masyarakat adat mengganggu 
keseimbangan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu sanksi 
diberlakukan agar keseimbangan kembali dalam artian sebagai pelajaran 
tak hanya untuk pelaku dan keluarganya melainkan juga untuk 
masyarakat yang lain. Selain itu sanksi tersebut sebagai efek jera.  
Masyarakat adat kajang menjunjung tinggi jiwa pribadi, jiwa keluarga, 
harkat dan martabat, serta harga diri. Atas dasar tersebut maka pemangku 
adat terdahulu memusyawarahkan adanya sanksi ini. Selain itu, 
masyarakat adat kajang sendiri tidak mengesampingkan aturan agama 
dan pemerintah sebagaimana yang dikatakan bahwa “Injo tallua passala 
anre nakkulle ni pasi salla atorang agama, atorang ada’, atorang 
pammarenta”.  
Adapun dasar hukum penerapan sanksi delik adat silariang  di 
masyarakat hukum adat Kajang Kabupaten Bulukumba adalah Undang-
Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan 
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, 
dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dalam Pasal 5 ayat (3) huruf sub 
(b), sebagai berikut : 
Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil 
pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah 
Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, 
ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: 
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus 
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab 
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang 
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tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, 
yaitu sebagai hukuman pengganti  bilamana hukuman adat yang 
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian 
yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar 
kesalahan terhukum; bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu 
menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan ancaman 
kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan 
terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun 
penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut 
paham hukum tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti 
diganti seperti tersebut di atas; dan bahwa suatu perbuatan yang 
menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan 
yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka 
dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman 
bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.  
Berdasarkan bunyi dari ketentuan di atas maka dapat dikatakan 
bahwa segala perbuatan yang berdasarkan hukum yang hidup dianggap 
sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan tidak terdapat bandingnya 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sanksi 
utamanya adalah hukuman adat atau sanksi adat. Adapun kata-kata yang 
dimaksudkan adalah “…sebagai hukuman pengganti  bilamana hukuman 
adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum…” dan 
seterusnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara paling lama  
tiga bulan dan/atau denda Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) adalah pidana 
pengganti atas tidak diturutinya sanksi adat oleh terpidana. 
Pasal 5 ayat (3) b tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa : 
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4) Tindak pidana yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang 
hidup dalam suatu masyarakat tertentu, jika hal tersebut terjadi 
maka sanksi adat yang harus ditegakkan. 
5) Apabila yang terpidana menurut adat tersebut tidak mengikuti 
putusan dari pengadilan adat maka hakim dapat menerapkan atau 
menjatuhkan hukuman pengganti yaitu hukuman penjara tidak lebih 
dari tiga bulan dan denda lima ratus rupiah.  
6) Legalitas materiil tersebut berlaku apabila terdapat keputusan 
ataupun sikap dari terpidana terkait putusan pengadilan adat untuk 
mengikuti atau tidak. Legalitas materiil berfungsi apabila putusan 
pengadilan adat tersebut diikuti oleh terpidana. Hal tersebut 
merupakan hal yang wajar sebab pelaku melakukan tindak pidana 
yang murni bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum 
yang hidup dalam masyarakat. 
 
Disamping itu juga didasarkan dari hukum adat pidana yang berlaku di 
masyarakat adat Kajang Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang 
tertuang pada penjelasan di atas mengenai sanksi adat yang berlaku dari 
generasi ke generasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hasil penelitian serta 
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Silariang adalah adanya rasa suka sama suka antara laki-laki dan 
perempuan kemudian karena sesuatu hal, niat untuk bersatu 
mengalami kendala dan atas kehendak masing-masing keduanya 
meninggalkan kawasan adat demi mewujudkan niat tersebut. 
Sanksi yang berlaku bagi yang melakukan silariang adalah sanksi 
ringan yaitu dihapuskan dari hak waris dan kedudukannya 
dianggap tidak ada. Sanksi ringan untuk keluarga yaitu pemutusan 
tali silaturahmi, pengambilalihan tanah garapan, dihapuskannya 
kesepakatan utang piutang dan sanksi berat berupa Appasala, 
sippattunrai, serta pattunuan passau. Prosesi Abbaji merupakan 
kewajiban yang dilakukan apabila orang yang melakukan silariang 
ingin kembali ke adat, prosesi tersebut sebagai pemulihan 
bersama atau untuk keseimbangan kosmis. 
2. Adapun dasar hukum penerapan sanksi delik adat silariang di 
masyarakat hukum adat Kajang Kabupaten Bulukumba adalah 
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, 
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Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf sub (b), bunyinya sebagaimana 
tertuang di atas. Disamping itu juga didasarkan dari hukum adat 
pidana yang berlaku di masyarakat adat Kajang Kabupaten 
Bulukumba. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 
1.  Mempertahankan eksistensi hukum adat Kajang Kabupaten 
Bulukumba. Terkait dengan delik adat silariang yang jarang terjadi 
di kawasan adat tersebut juga pengaruh dari adanya sanksi yang 
berkelanjutan mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat 
sehingga masyarakat adat mempertimbangkan banyak hal jika 
timbul niat untuk melakukan silariang. 
2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai kearifan 
lokal dihubungkan dengan jiwa pribadi, jiwa keluarga, harkat dan 
martabat, serta harga diri sebagai salah satu bagian terpenting 
yang ditegakkan oleh masyarakat adat Kajang Kabupaten 
Bulukumba dalam memahami aturan-aturan adat yang berlaku. 
x v 
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